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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Seperti dijelaskan pada bab-bab sebelumnya Relasi kuasa dalam kasus 

tambang minyak ini terjadi karena faktor peralihan mata pencaharian dari petani 

karet atau sawit ke penambang minyak  dikarenakan ketersediaan lahan pertanian 

tidak sesuai dengan mayoritas mata penacaharian penduduk .Kecamatan Keluang  

sebagai pengelola lahan pertanian yang sebagian besar menggantungkan hidupnya 

pada sektor pertanian di Kecamatan Keluang. Oleh sebab itu masyarakat Keluang 

lebih memilih beralih profesi sebagai mengelola sumur minyak dibandingkan 

berprofesi sebagai petani, sumur minyak tersebut dikelola warga sekitar secara 

swadaya dengan cara tradisional hal tersebut dinilai masyarakat Keluang lebih 

menjanjikan dibandingkan dengan sebagai petani karet yang penghasilnya masih 

dipengaruhi oleh faktor cuaca dan monopoli harga karet. 

Biaya pembuatan satu sumur dan biaya operasional tambang yang tidak 

murah membuat penambang menjalin relasi antar penambang dan ditambah lagi 

dengan status ilegal penambangan minyak ini akhirnya harus melibatkan aktor 

dari pejabat publik guna kepentingan tetap bertahannya tambang minyak di 

Kecamatan Keluang. Karena jabatan disini dipandang sebagai sumber kekayaan 

dan penghasilan. 

Pola relasi kuasa tambang minyak ilegal diKecamatan Keluang termasuk 

dalam pola organizational corporation. Dimana kelompok penambang miyak 

dapat diakatakan sebagai kelompok bisnis yang berupaya mengajak pejabat untuk 
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join/gandengan atau dalam istilah lain berkenan menanam saham dalam kegiatan 

tambang minyak ilegal tersebut. 

Sementara dari pihak pejabat, mereka memandang jabatan sebagai sumber 

kekayaan atau keuntungan. Sehingga dalam praktiknya mereka berperan sebagai 

koordinator melalui penyalur informasi dan sebagai keamanan. Maksud dari 

penyalur informasi adalah mereka membocorkan informasi kepada penambang 

apabila akan diadakan jadwal razia sehingga ketika pada saat jadwal razia tersebut 

para penambang tidak berada dilokasi tambang. Fungsi keamanan disini bukanlah 

arti keamanan yang sesungguhnya melainkan agar membiarkan mobil-mobil yang 

biasa masuk membeli minyak mentah penambang tetap memiliki akses masuk.   

B. Saran  

 Peneliti 1.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dalam hal 

penulisan dan dalam hal observasi atau penelitian. Peneliti atau penulis seperti 

halnya manusia biasa memiliki keterbatasan dan kekurangan karna itu masih 

ada beberapa poin dalam penelitian ini yang belum bisa peneliti ungkap dan 

uraikan karena peneliti memiliki kendala tidak dapat menjangkau lebih jauh 

untuk mencari data ke instansi terkait seperti Kapolsek Keluang, beberapa 

responden telah memperingatkan bahwa permasalahan dalam penelitian ini 

adalah permasalahan yang sensitif. Karena itu peneliti memilih untuk 

menghentikan pengumpulan data. Akan tetapi data yang diperoleh peneliti rasa 

sudah cukup untuk menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini. 
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 Penelitian Selanjutnya 2.

Penelitian tambang minyak ilegal di Kecamatan Keluang ini masih 

dapat dikaji lebih dalam lagi berkenaan tentang siapa aktor-aktor dari 

kepolisian yang bermain dalam kasus ini, yang dapat dikaji pula dengan 

prespektif yang berbeda untuk menguraikan dan menjelaskan siapa aktor-aktor 

yang bermain dalan permasalahan tambang minyak ilegal di Kecamatan 

Keluang. 

 Pemerintah 3.

Pemerintah seharusnya lebih bijaksana dalam menyikapi kasus tambang 

minyak ilegal di Kecamatan Keluang karena pada dasarnya permasalahan 

ekonomi adalah permasalahan yang mendasar bagi setiap orang. Kehadiran 

tambang minyak ilegal ini merupakan suatu bukti bahwa tidak dijalankannya 

fungsi pemerintahan yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia atau kesejahteraan itu dilarasakan oleh masyarakat Keluang.  
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